PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK

PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

ca.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi
Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan, perlu mengubah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005
tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006;

bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3260);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang ....



Menetapkan

10.

11.

-2.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM
KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.11/MEN/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua |

Menteri Kelautan dan Perikanan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Wakil ....



Wakil Ketua Il

Sekretaris |,
merangkap anggota

Sekretaris Il,
merangkap anggota

Anggota

-3-

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara
Republik Indonesia

1

.Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan

Agung;

. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angaktan Laut;

. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan

HAM,;

. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan;

.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian
Keuangan;

. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian

Luar Negeri;

. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana,

Mahkamah Agung;

. Direktur  Polisi Perairan, Badan Pemeliharaan

Keamanan, POLRI.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan
Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan

Tindak Pidana di

Bidang Perikanan di daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal ll ....
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Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Rl,

ttd.
FADEL MUHAMMAD
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